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BUPATI MOROWALI UTARA 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA 

NOMOR 60 TAHUN 2017 

 

 TENTANG  

 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

BUPATI  MOROWALI UTARA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka konsistensi dan kesinambungan 

rencana pembangunan daerah maka perlu adanya 

dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJMD 

Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021; 

   b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat 

arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan 

komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan 

kapastian kebijakan dalam melaksanakan 

pembangunan daerah yang berkesinambungan; 

   c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan dengan 

Peraturan Kepala Daerah; 

   d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c , perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara 

Tahun 2018;     

                                  

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat 

dan Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi 

Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015–2019; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2017; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 

2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 874); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2017 tentang Penyusunan Rancangan Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2018; 

14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 53 

Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 

Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 05, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali 

Utara Nomor 05); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali 

Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036 

(Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 

2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Morowali Utara Nomor 18); 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali 

Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 19); 
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 

11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara 

(Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 

2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 25); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 

TAHUN 2018. 

 

Pasal 1 

 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara 

Tahun 2018 merupakan penjabaran Tahun ke-2 (dua) dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali 

Utara Tahun 2016–2021. 

 

Pasal 2 

 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara 

Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam 

menetapkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) 

Tahun 2018. 

 
 

Pasal 3 

 

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten 

Morowali Utara Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 

dari : 

a. Bab I : Pendahuluan; 

b. Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian 

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan; 

c. Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan 

Keuangan Daerah; 

d. Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah; 

e. Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; 

f. Bab VI : Penutup. 
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  BUPATI MOROWALI UTARA, 
 

   T T D 
 
 

       APTRIPEL TUMIMOMOR 

Pasal 4 
 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara 

Tahun 2018 beserta Lampirannya merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
  

Pasal 5 
 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara 

Tahun 2018 merupakan pedoman dan rujukan utama untuk penyusunan 

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) yang akan menjadi landasan untuk penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara 

Tahun Anggaran 2018. 
 

Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Morowali Utara. 
 

    

          Ditetapkan di Kolonodale 

               pada tanggal 27 Desember 2017

  

 

 

 

   

 

Diundangkan di Kolonodale 

pada tanggal 27 Desember 201 

     

     Plt. SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN MOROWALI UTARA, 

 

  T T D 

 

        JAMALUDDIN SUDIN  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 60. 

 

Salinan sesuai dengan aslinya :  
            Kepala Bagian Hukum, 

 

 
 

 

             HELTAN RANSA, SH 

       NIP. 19680602 199503 1 003 


